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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
perlu melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian
gratifikasi perlu peningkatan kepatuhan terhadap
Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di
lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan perlu dilakukan penyesuaian dengan

kondisi saat ini;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2101) sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1372);

S. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pegadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga
Pemerintah yang Dbertugas mengembangkan dan
merumuskan  kebijakan  Pengadaan = Barang/Jasa
Pemerintah.

3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi
pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana

elektronik atau tanpa sarana elektronik.
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11.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN LKPP yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta
jabatannya.

Penerima Gratifikasi adalah ASN LKPP yang menerima
Gratifikasi dari Pihak Lain.

Pihak lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun
internal pegawai LKPP, orang perorangan, kelompok,
Badan Usaha Badan Hukum maupun Badan Usaha
Bukan Badan Hukum.

Pelapor adalah ASN LKPP yang menyampaikan laporan
atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG
adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan
suatu instansi untuk melakukan fungsi pengendalian
Gratifikasi.

Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang Dberisi
informasi  lengkap penerimaan  Gratifikasi yang
dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh
Pelapor.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
bentuk elektronik atau non elekronik untuk melaporkan
penerimaan Gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Lembaga ini meliputi:

a.

b.

sebagai pedoman bagi ASN LKPP untuk memahami dan
mencegah Gratifikasi di LKPP;
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih dari korupsi;
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memberikan arah dan acuan serta menumbuhkan
kesadaran ASN LKPP untuk melaporkan Gratifikasi; dan
meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas

penyelenggaraan pelayanan di LKPP.

BAB III

KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN KATEGORI

GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Aparatur Sipil Negara Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 3

ASN LKPP wajib untuk:

a. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugas yang bersangkutan;

b. melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; dan

c. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat
ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada
KPK.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan Gratifikasi

yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;

b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;

c. Penerima  Gratifikasi ragu dengan  kategori
Gratifikasi yang diterima; dan/atau

d. terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin
ditolak, yang antara lain dapat mengakibatkan
rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan

diri sendiri/karier Penerima/ada ancaman lain.
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Bagian Kedua

Kategori Gratifikasi

Pasal 4

Kategori Gratifikasi yang diterima oleh ASN LKPP meliputi:

a.
b.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Paragraf Pertama

Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan

Pasal 5

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a merupakan Gratifikasi yang

berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugas yang bersangkutan meliputi:

a.

Gratifikasi terkait dengan pemberian layanan pada
masyarakat;

Gratifikasi  terkait dengan tugas dalam  proses
penyusunan anggaran;

Gratifikasi  terkait dengan tugas dalam  proses
pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi,

Gratifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas ASN LKPP
termasuk perjalanan dinas yang penerimaannya bukan
merupakan penerimaan yang sah/resmi dari instansi
Penyelenggara Negara/ASN;

Gratifikasi terkait dengan proses penerimaan/promosi/
mutasi pegawai;

Gratifikasi terkait dengan proses komunikasi, negosiasi
dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait
dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
Gratifikasi sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/
kontrak/kesepakatan dengan  pihak lain yang
bertentangan dengan undang-undang;

Gratifikasi sebagai ungkapan terima kasih sebelum,

selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
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Gratifikasi dari Pejabat/pegawai atau Pihak Lain pada
hari raya keagamaan;

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 ayat (2); dan

Gratifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait
dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/

tugasnya.

Paragraf Kedua

Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan

Pasal 6

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Gratifikasi

yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. berlaku umum yaitu suatu kondisi pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk,
persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan
memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;

b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. dipandang sebagai wujud ekspresi,
keramahtamahan, penghormatan dalam hubungan
sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar;
atau

d. merupakan bentuk pemberian yang berada dalam
ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang
hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang
wajar.

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:

a. Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan; dan

b. Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan.

Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Gratifikasi

yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas

resmi;
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diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara
Kedinasan. Pengertian terbuka dimaknai cara
pemberian yang terbuka yaitu disaksikan atau
diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau
adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
dan

berlaku umum yaitu suatu kondisi pemberian yang
diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk,
persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya
umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip

kewajaran atau kepatutan.

Gratifikasi yang terkait dengan Kedinasan sebagimana

dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

segala sesuatu yang diperoleh dari seminar,

workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain

sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik

yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara,

atau penyedia layanan transportasi dan penginapan

dalam rangka kepesertaan antara lain sebagai

berikut:

1) seminar kit Kedinasan yang berlaku umum;

2) cinderamata/suvenir yang berlaku umum;

3) hadiah/doorprize yang berlaku umum;

4) fasilitas penginapan yang berlaku umum; dan

5) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan
dan minuman yang berlaku umum.

kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang

tidak melebihi standar biaya yang berlaku di LKPP

tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan

kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang

berlaku di instansi Penerima antara lain sebagai

berikut:

1) honor/insentif, baik berupa uang maupun
setara uang;

2) fasilitas penginapan;

3) cinderamata/suvenir/paket;

4) jamuan makan;
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5) fasilitas transportasi; dan/atau
6) barang yang bersifat mudah busuk atau rusak
seperti bingkisan makanan atau buah.

Gratifikasi yang tidak terkait dengan Kedinasan

sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. hadiah langsung/undian, rabat, voucer, point
rewards, atau suvenir yang berlaku Umum;

b. prestasi akademis atau non
(kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) biaya sendiri;

c. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku
umum,;

d. Lkompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas fungsi dari ASN LKPP,
dan tidak mempunyai benturan kepentingan serta
tidak melanggar kode etik pegawai;

e. pemberian yang berasal dari Pihak Lain sebagai
hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak,
ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi,
dengan nilai keseluruhan paling banyak
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-
masing pemberi Gratifikasi pada setiap kegiatan
atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari
Pihak yang mempunyai benturan kepentingan
dengan Penerima Gratifikasi;

f.  pemberian dari Pihak Lain terkait dengan musibah
dan Dbencana, dan bukan dari Pihak yang
mempunyai benturan kepentingan dengan Penerima
Gratifikasi;

g. pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari
atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak
dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per
acara/peristiwa dengan batasan nilai maksimal
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu)

tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka:
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1) promosi jabatan; dan/atau

2) pindah/mutasi tempat kerja.

pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/
nenek, Dbapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/
menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/
ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
memiliki konflik kepentingan;

hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau
barang yang  memiliki nilai  jual dalam
penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran,
aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara
adat/agama lainnya dengan batasan nilai per
pemberi dalam setiap acara paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

pemberian terkait dengan musibah atau bencana
yang dialami oleh Penerima Gratifikasi, bapak/ibu/
mertua, suami/istri, atau anak Penerima Gratifikasi;
pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah
sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun
yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan
total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,;
pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk
uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet
giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain)
paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
per pemberian per orang dengan total pemberian
maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam
1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

prestasi akademis atau non akademis yang diikuti
dengan menggunakan biaya sendiri seperti
kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait

Kedinasan;
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keuntungan atau bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang
berlaku umum;

manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai
berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri
yang berlaku umum;

hidangan atau sajian yang berlaku umum;

seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan
alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan
resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop,
konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang
berlaku umum;

penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa
uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; atau

diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar
Kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok
dan fungsi dari Pejabat/Pegawai, tidak memiliki
konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan

internal instansi Pegawai.

BAB III
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi

Pasal 7

Dalam rangka menunjang efektivitas pengendalian
Gratifikasi, maka dibentuk UPG di lingkungan LKPP.
Pembentukan UPG LKPP sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala LKPP.

UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat/Pegawai dari seluruh

Unit Organisasi Eselon II di LKPP.
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Pasal 8

Tugas dan Kewenangan UPG:

1)
2)

3)

4)

5)

(1)

(2)

melakukan sosialisasi pengendalian Gratifikasi;
melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait
implementasi dan efektivitas pengendalian Gratifikasi;
melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau
potensi Gratifikasi;

mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan
lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di
lingkungan LKPP; dan

menerima Laporan Gratifikasi dari pihak Internal dan

mengkoordinasikannya dengan KPK.

BAB IV
PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pasal 9
ASN LKPP wajib melaporkan setiap penerimaan
Gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku
ASN LKPP.
Penyampaian Laporan Gratifikasi dilakukaan dengan
cara:
a. disampaikan melalui UPG; dan
b. disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh
Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat
kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi (batas
waktunya) atau melalui pos, e-mail, atau website

KPK (online).
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Paragraf Pertama

Penyampaian Laporan Gratifikasi Kepada UPG

Pasal 10

Pelapor harus menyampaikan laporan penerimaan atau

penolakan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan

Gratifikasi;

UPG melakukan verifikasi dan mengidentifikasi Laporan

Gratifikasi untuk menelaah:

a. jenis Gratifikasi; dan

b. kelengkapan dokumentasi pelaporan Gratifikasi.

Apabila dalam proses verifikasi dan identifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat

kekurangan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi,

UPG dapat memanggil Penerima Gratifikasi untuk

melengkapi kekurangan dokumen tersebut.

Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila memuat

informasi paling kurang sebagai berikut:

a. nama dan alamat Pelapor dan pemberi Gratifikasi,

b. jenis Pelapor Gratifikasi;

c. tempat dan waktu penerimaan dan/atau penolakan
Gratifikasi;

d. wuraian jenis Gratifikasi yang diterima dan/atau
ditolak, dan melampirkan bukti dalam bentuk
sampel atau foto apabila tersedia;

e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima
dan/atau ditolak; dan

f.  kronologis penerimaan dan/atau penolakan
Gratifikasi.

Dalam hal Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dianggap belum lengkap, UPG

menyampaikan permintaan agar Pelapor melengkapi
laporan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permintaan

kelengkapan data diterima; dan
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(6) Penyampaian laporan dinyatakan sah apabila Pelapor
telah mendapat bukti tanda terima penyampaian laporan
dari UPG sesuai dengan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran.

Pasal 11
UPG bersama Penerima Gratifikasi membuat Formulir
Pelaporan Gratifikasi berdasarkan Formulir Pelaporan
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling
kurang memuat sebagai berikut:
1) keterangan penerimaan Gratifikasi;
2) uraian jenis Gratifikasi yang diterima,;
3) jumlah atau nilai Gratifikasi yang diterima;
4) tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; dan

S) tanda tangan Penerima Gratifikasi dan UPG.

Pasal 12
UPG melaporkan penerimaan Gratifikasi berdasarkan
Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 kepada KPK sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.

Pasal 13

(1) Dalam hal barang Gratifikasi yang diterima berupa
makanan/minuman yang sifatnya mudah rusak atau
memiliki masa kadaluarsa yang singkat, Penerima
Gratifikasi dapat langsung menyalurkan barang
Gratifikasi tersebut ke panti asuhan, panti jompo, atau
tempat sosial lainnya; dan

(2) Dokumentasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampirkan dalam formulir Laporan Gratifikasi
dalam bentuk foto dan/atau tanda terima penyerahan

barang.
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Paragraf Kedua
Penyampaian Laporan Gratifikasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi

Pasal 14
Apabila dalam jangka waktu penyampaian Laporan
Gratifikasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) terlampaui, maka Penerima Gratifikasi wajib
menyampaikan secara langsung ke kantor KPK atau
mengirimkannya melalui pos, e-mail atau website KPK
(online).
Laporan Gratifikasi kepada KPK sebagimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan cara sebagai berikut:
a. datang langsung ke kantor KPK oleh Penerima
Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa
tertulis dari Penerima Gratifikasi; atau
b. melalui pos, e-mail, atau website KPK (online).
Salinan bukti atas penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Penerima
Gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Laporan Gratifikasi disampaikan kepada

KPK.

BAB V
PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Barang Gratifikasi

Pasal 15
Barang Gratifikasi harus disimpan oleh UPG sampai
dengan penetapan status barang Gratifikasi oleh KPK.
UPG bertanggung jawab dalam hal barang Gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang dan/atau

rusak.
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(1)

(2)

(3)

-16-

Bagian Kedua

Penetapan Status Barang Gratifikasi Oleh KPK

Pasal 16

Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi
dilakukan dengan Surat Keputusan KPK;

Dalam hal Surat Keputusan KPK disampaikan secara
langsung kepada Pelapor, Pelapor wajib menyampaikan
tembusan/Salinan Surat Keputusan KPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada UPG yang bersangkutan
paling lama S (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
penerimaan surat;

Dalam hal Surat Keputusan KPK disampaikan kepada
UPG, UPG menyampaikan Surat Keputusan KPK kepada
Pelapor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

tanggal penerimaan surat.

Pasal 17

Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18
Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik
Negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan
kepada Penerima Gratifikasi.
Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam UPG, maka
UPG wajib menyerahkan Gratifikasi yang disimpan dalam
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal ditetapkan.
Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang, maka UPG
menyetorkan ke rekening KPK dan menyampaikan
bukti penyetoran kepada KPK dengan

ditembuskan kepada Penerima Gratifikasi.
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b. apabila Gratifikasi dalam bentuk selain uang,
maka UPG menyerahkan kepada Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang
berada dengan dengan menyampaikan bukti

penyerahan barang kepada KPK.

BAB VI

Penanganan Laporan Gratifikasi dari Penerima Gratifikasi

Pasal 19
UPG melaporkan hasil rekapitulasi laporan penerimaan

Gratifikasi kepada Kepala LKPP per triwulan.

Pasal 20
ASN LKPP yang tidak melaporkan Gratifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Dengan berlakunya Peraturan Lembaga ini, maka Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 22

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,
ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
GRATIFIKASI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH

FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

2020, No.
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URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
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B. FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN GRATIFIKASI

m Lembags Kebiskan
Pengadaan Barang/tasa Pemenntah

TANDA TERIMA LAPORAN GRATIFIKASI

Pada hari ini, [HARI| tanggal [TANGGAL| bulan [BULAN| tahun [TAHUN]
pukul [JAM| WIB/WITA/ WIT, telah dilakukan penyampaian Laporan
Gratifikasi oleh pihak pertama selaku Penerima Gratifikasi/kuasa tertulis
kepada pihak kedua selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) [Unit Kerja:

Pihak Pertama
Nama Lengkap
NIP
Jabatan

Pihak Kedua
Nama Lengkap
NIP
Jabatan
Pihak Pertama, Pihak Kedua,

[Namal] [Nama]
[NIP] INIP]
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C. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI
g Lambaga Kebyshan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemanntah
BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI

Pada hari ini, [HARI| tanggal [TANGGAL| bulan [BULAN]| tahun [TAHUN]
pukul [JAM] WIB/WITA/WIT, bertempat di [TEMPAT PENYERAHAN] telah
dilakukan penyerahan barang Gratifikasi berupa [JENIS/ NAMA BARANG]
oleh pihak pertama selaku Penerima Gratifikasi kepada pihak kedua
selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) |Unit Kerja] :

Pihak Pertama
Nama Lengkap
NIP
Jabatan

Pihak Kedua
Nama Lengkap
NIP
Jabatan

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

[Nama] [Namal]

INTP] [NIP]

www.peraturan.go.id
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D. FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

m Lembags Kebiskan
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini, [HARI| tanggal [TANGGAL| bulan [BULAN| tahun [TAHUN]
pukul [JAM] WIB/WITA/WIT, telah dilakukan permintaan keterangan oleh
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) [Unit Kerja] terhadap pegawai:

Nama Lengkap

NIP

Jabatan s

Atas Laporan Gratifikasi yang telah disampaikan oleh yang
bersangkutan kepada UPG [Unit Kerja| dengan hasil sebagai berikut:

1. [Keterangan 1]

2. [Keterangan 2]

3. [Keterangan 3)

4, [dst ... ]

Petugas UPG |[Unit Kerja], Pemberi Keterangan,

[Nama] [Namal]

[NIP] [NIP]
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2020, No. 70

-24-

E. LEMBAR PENGECEKAN (CHECKLIST) ANALISIS KATEGORI GRATIFIKASI

DATA

LAPORAN GRATIFIKAS {dae an Farmubr Lap Venerimann O

Nmn

Pelapar

Pemberi G nhﬁkuﬂ s
Hubunigan Memben | -

FENTU T [diisi dergpen taods chuek (V] pouda eodo Y stau Tidak scauni hasdl revia)

NO | PERTANYAAN YA . TIDAK
1 iApnleuh penerimaan st trrmines A‘ o ik yang terkoat Kedinaon > :
Emummmmxmmgﬁamwm
NO. | Y T | mo. | ¥ T
1 ] v : | 1¥
Lamil Hewaa I 1=l Reven (0
RIEVIU L (dilst dengan tandas chock (V) pada kolom Yo atau Tidak sesun hasl seviu) R
nNO PERTANYAAN YA TIDAK
I |Apakah milad Granfikas: ¢t bawah standar aya yang ada di tnstansi Penenma®
2 | Apsleah dxdam penersmon Grstifthoson talake Usepeat preombusy wernin
3 Apalnndnlmpanmmalnl uﬂak dapat £ ", ._,,._"
A |Apskatt dalsan penerisnesn Goetifikeod Iuhl: tarl.-:wn ketentusn yuny berbdea i I
instansi Penerlusa®™

ek mcls soudsls seetu dsrs k

kategori Gratfikasl yong WAJIB DII.APORKAN
REVIU IH* (diisi dengan tanda check (V) pada kolom Ya atau Tidak sesuai hasil reviu)

* L we

NG

il dongan Jenss Gratifion

JENIS GRATIFIKAST DAN PERTANYAAN

YA

but tegrewsh “TIDAK®,  msbes Gratifikos teyschut termesuk dolsans

TIDAK |

Huedinh 1 Sl lisbeose /1 selzal, iR t SN0 —
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Y Nd e

Prestosi akedemis atau nos akedemis (heduarann/ pecloub /hoep
blaya sendins dan tidak terkodt dengan Kedinasan.

Pertanymnrs: Apskah keikutsertasn dabem kegintan tersehat dibnaysd oleh heeys
pr b i

Reuntunpsn bunge dar tan e, @ winn kel U
prnnd.: yang | bennlm mmun dnn udnkl.cnmk denmn chlnm

Pertanyaan: Apokah penerimann tersebut Heclaku Umum?
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s pquwnu nqp- sty peoyelenppourn ek, dan ek memputyei Bestunen
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Pertanysus:  Apakah  dala:n peceransan tersebul Gdak  terdapst Bentusus
Kepentingan®

ttwumytunt Apnkah dalam pemeransan tersebut tdek ads pelanggaran kode stk
pegawas?

Prmbwerian & hut L A dalrn parn keturimsen lurus dos
devapl atau dalam gun- kenumnu ke sumping saty deajel scpanjang tidak
on K penerima Gratifikast.

Poertanyasrs  Apalal  dalan  pendiintgan  tersebut mlak  terdapat Bentusan
Kepentingun?

Pemberian hutn A da dalom garts keturunan furus satm
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NO JENIS GRATIFIKASI DAN PERTANYAAN
Kepentmgan?

7 |Pembenan yang hfﬂud dan pihak lam sehagal hadiah pada peray p.-. 1,
ubang tahun, kegi lumunludulhudxd.‘ pan nilad kesel

paling |
bunrakRpl.Ooo 000,00 (sat juts rupish] dan masing-masmg pemben pada sclisp
kegiatan alan peristiva tersebut dan Dakan dari Pibak yang Mempunyai Benturan
Kepenting WA P Grarifikas:

Pertanyann: Apakah nilas Gratfikasi melebihl hatas yang ditetaplcan?

Pertunyasn:  Apuksh  didam  penert b tidak ARf an
Kepentingan?

8 |Pembenian dan pihak loin terkast deng; bah dan b dan bukan dan
Pihak yang Mempunyai De Kepenti dengan g Cratifikne:,
Pertanyanrn:  Apakah  dalam  penerimnan  tersebut tdak  terdapat  Benturan
Kepentingan?

a pmkmndmwmnhnkcm,bd(dm rekamn setmgknt atau b s
yang tidak dalam b wang, nilu maksimal Kp 200.00000|dun Titus
tib mmh)peracamfpﬂm“ b nil#i mwakstmal Rpl 000.000,00

(nm)utn mpnhl dalam 1 (snnx} tahun dan masing-masing pembern, dalam rangla
pindah/ kerga, wlang thun, dan pensiun.

I J 1

Fertanyaan: Apakah nilai Gratifikast melebihl batas yang ditetapkan?

Jika

ynnn uuebut lﬂ'jl‘l“.b 'IIDAK‘ mkn Onrhﬁhm wuebul termasuk dolam lategori Gratifkasi yang
WAITH DILAPORKAN,

KATEGORI GRATIFIKASE ) ISP oo Il 3 3 1
% Centang salaly sstu TIDAK WAJIH DILAPORKAN | l WAJIH DULAPORKAN
Naos Analis Tanggal Anakisis | Tanda tangan Analis
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F. FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN GRATIFIKASI
Tanggal Tanggal
L rzh._“..a wp | saatan | VPt | Penerimasn | Penerimaan® | Bentk .ishs_, Pemberi | TindakLanjut | Penetapan M.s“_. Keputusan | Tindak
gy Kea | Lworn | enolkn | Graitiasi | - 0 | Graifkasi | Penamganan | UPG ._.____.m‘x KPK | Lanjut
Gratfiasi | Gratifiasi
1] 2] B 4 (9 (6] Ul B {9 [19] 1] (12] 13 [14] [15]
|
N
i

1]
2
3]
14
3]
6]
7]
8]
[
[10]
1)
12
[13)
[14)
[19]

Pedinuk Pangisian Farmal Pelporan Rekapiuasi Penanganan Graifkas

 Disi dangan nomar it penanmamn Gratfiasi

- Disi dengan nama lengiap panerma Gratfikas

: Dis| dengan Nomar Induk Pegawaipenarma Gratilasi

. Disl dengan jabatan penerima Gratfas

Disi dangan unt kerja panatima Gradikasi

- Diisi dangan fanggd penanimaan aporan Gratdias: oleh UPG

- Disi dengan tanggd penerimaan dlau pennlakan Gratikasioeh penerma Gratast

Disi dengan beriuk Gatkast yang dienma, misal uang) ens barang Gakasi

: Disl dengan nla atau aksiannia bamng Gaidas

Disi dangan namal insians Pemberi Graifkas

: Disi dangan Sndak anyut penanganan Laporan Gratifkasihasd anas’s deh UPG . diangan den UPG atau KPK
il dangan penetapan stals Gratikasi oleh UPG skat Ga¥fiasi Kednasan

Disi dengan tangad pengrman penamisan laporan Gratiikasike KPK

: Disi dengan Keputusan KPK mengena status Gratfkas, apakah menad miik panerma atau meny adi mitk negara
- Dis) dengan Sndak Bt atas Keputusan KPK
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G. FORMAT PELAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN GRATIFIKASI

www.peraturan.go.id

Tanggal Tanggal Tinda}

Tanggal
Penerimaan | Penerimaan/ | Bentuk | Nilai/taksiran Pemberi Penetapan Keputusan
No [ UntKena | Laporan | Penolakan | Gratitkasi | niai Gratifikasi | Gratifikasi |, L4Vt ung: | PR kpK  |TindakLanjut
Gratifikasi | Gratifikasi i il
- " 2] 3] 4 (5] (6] M (8] ] [10] 1 [12)
2
dst

Petunjuk Pengisian Format Petaporan Rekapitulasi Penanganan Gratifikas:

[1]  : Dusidengannomor urut penenmaan Gratifikas!

[2] :Disidenganunit ker a penerima Gratfkasi

[3] : Dasidengantanggal penerimaan taporan Gratifikasi oleh UPG

[4] : Dasidengantanggal penenmaan atau penolakan Gratfikasi oleh penenima Gratifikasi

(5]  : Dusidengan bentuk Gratifikasi yang ddenma, misal uang enis barang Gratifikasi

[6] : Dusidenganniai atau taksiran nilal barang Gratfkasi

[7]  : Dusidengan nama’ instans| Pemben Gratfikasi

[8]  : Dusidengan tindak lanjut penanganan Laporan Gratfikasi hasil analisis oleh UPG |, ditangani aleh UPG a tau KPK.
[9]  : Dasidengan penetapan slatus Gratfikasioleh UPG ferkait Gratifikasi Kedinasan

[10] : Diisi dengan tanggal pengniman’ penerusan laporan Gratifikasi ke KPK

[11] : Dasidengan Keputusan KPK mengenai status Gratfikas{ apakah menjadi milik penenma atau menj adi milik negara
[12] : Diisi dengan tindak lanjut atas Keputus an KPK





